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1.1 Latar Belakang Penelitian
[image: ]Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi Aceh yakni 15,33 persen pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sekitar 96 ribu jiwa dengan total 18 ribuan jiwa berpenduduk miskin (BPS, 2024). Menurut Ferdi (2021:56), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, diantaranya adalah keterbatasan akses ke lapangan pekerjaan, infrastruktur yang masih minim, dan ketergantungan pada sektor perikanan dan pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan musim dan kondisi ekonomi.
Ketimpangan ekonomi turut memperkuat kemiskinan di Simeulue, terutama di wilayah pedesaan yang terisolir, di mana akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan sangat terbatas (Sari, 2022:12). Desa-desa ini jauh dari pusat ekonomi dan layanan publik, membuat masyarakat setempat sulit memperoleh pendapatan yang stabil dan cukup. Banyak penduduk desa yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh musim dan sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada (Mulyono, Fikri & Munawaroh, 2024).
Desa Amabaan tergolong sebagai desa dengan kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Simeulue. Persentase penduduk miskin yang cukup tinggi mencapai sekitar 18,98% dari total populasi desa. Menurut Amrijal (2023:26), dari sekitar
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[image: ]1.200 penduduk, lebih dari 220 Kepala Keluarga termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Rendahnya tingkat kesejahteraan di desa Ambaan menunjukkan tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masih terdapat banyak masyarakat yang tidak sejahtera dan menjadi permasalahan serius, meskipun berbagai upaya pemerintah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.
Tingginya tingkat inflasi dan dampak dari krisis ekonomi global turut memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan di Desa Amabaan (Desky, 2024:11). Menurut Fedihartono, Virjannah dan Yasin (2023:12) kondisi geografis desa Amabaan yang menantang serta keterbatasan akses membuat program-program pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut menghadapi kendala besar. Dengan kondisi kemiskinan ini, Desa Amabaan menjadi prioritas dalam program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat. Skema pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan di desa Amabaan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan bantuan, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH adalah program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007. PKH terus mengalami peningkatan jumlah target sasaran sebagai upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. PKH yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini bertujuan untuk menyediakan bantuan langsung yang bersyarat, dengan fokus pada perbaikan

[image: ]akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga prasejahtera. Melalui peningkatan jumlah penerima manfaat setiap tahunnya, PKH berperan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
PKH membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan mendorong partisipasi mereka dalam aktivitas sosial dan ekonomi di desa. Amabaan Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, penerima manfaat PKH mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan kesehatan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah di masa depan. Dengan keberlanjutan dan pengelolaan yang tepat, PKH menjadi langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kesejahteraan yang lebih merata di Desa Amabaan.
Berdasarkan data penerima PKH di desa Amabaan hanya 35% keluarga miskin yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 65% lainnya tidak menerima bantuan ini meskipun masuk dalam kategori keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH belum sepenuhnya mencakup seluruh keluarga yang membutuhkan. Penyebabnya meliputi kendala dalam validasi data penerima, minimnya sosialisasi program, dan keterbatasan kuota bantuan yang diberikan (Effendi, 2023:17). Data ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi program agar dapat menjangkau lebih banyak keluarga miskin secara efektif.

[image: ]Menurut observasi awal penulis, pelaksanaan PKH di desa Ambaan masih belum tepat sasaran dan efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan. Banyak keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima, sementara sebagian penerima manfaat diketahui memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan keluarga yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasakan bahwa bantuan PKH belum sepenuhnya berhasil menyejahterakan mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, besaran bantuan yang terbatas dan frekuensi pencairan yang kurang memadai membuat dampak positif PKH terhadap perbaikan ekonomi keluarga miskin masih belum signifikan. Akibatnya, meskipun PKH bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, program ini belum optimal dalam mengangkat mereka keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
Penelitian ini penting dilakukan karena PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Amabaan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bantuan yang diberikan melalui PKH tepat sasaran dan benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga dapat menemukan kendala atau kelemahan dalam pelaksanaan PKH di desa Amabaan, seperti ketidaktepatan data penerima, besaran bantuan yang tidak mencukupi, atau kurangnya pendampingan yang efektif. Dengan memahami efektivitas PKH di Desa Amabaan, pemerintah dan pihak terkait dapat merancang strategi yang lebih baik untuk memastikan program ini memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Amabaan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Amabaan Kecamatan Simeulu Barat”.

1.2 [image: ]Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Pelaksanaan PKH di desa Amabaan masih belum tepat sasaran sebab masyarakat yang tergolong miskin belum sepenuhnya menerima bantuan PKH.
2. PKH di desa Amabaan telah ada sejak tahun 2007, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Amabaan.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Maka Batasan masalah dalam penelitian ini adalah keefektifan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Amabaan.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu:
1. [image: ]Bagaimana	pelaksanaan	PKH	dalam	meningkatkan	kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan?
2. Bagaimana	keefektifan	PKH	dalam	meningkatkan	kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan?


1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan.
2. Untuk mengetahui keefektifan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Amabaan.

1.6 Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai mekanisme bantuan sosial bersyarat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana keefektifan PKH dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Praktis

a. Pemerintah Desa Ambaan

[image: ]Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Amabaan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan peraturan desa yang lebih tepat sasaran dan mendukung pelaksanaan PKH yang berkelanjutan.
b. Pemerintah Kabupaten Simeulue

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi kebijakan PKH. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan untuk menyalurkan penerima manfaat PKH yang tepat sasaran.
c. Pendamping PKH

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efektivitas pendampingan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pendamping PKH dapat memperbaiki metode kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada keluarga penerima manfaat.
d. Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Amabaan mengenai manfaat PKH dan cara optimal untuk memanfaatkannya. Selain itu, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif kepada pemerintah untuk memastikan program ini berjalan sesuai kebutuhan mereka.

1.7 Anggapan Dasar

[image: ]PKH di Desa Amabaan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan yang optimal dan kendala dalam pemanfaatan bantuan secara produktif oleh masyarakat. Selain itu, tantangan seperti akses informasi yang terbatas dan rendahnya literasi ekonomi turut menghambat pencapaian tujuan program.
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